BABII

TINJAUNAN UMUM TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN TERHADAP
HARTA WARIS DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Waris Dan Dasar Hukumya

Apabila orang membicarakan masalah warisan, maka orang akan
sampai kepada 3 (tiga) masalah pokok yang satu dan yang lainnya tidak
dapat dipisahkan atau dengan perkataan lain yang satu merupakan
rangkaian atau akibat dari yang lain.

Masalah pokok tersebut yaitu: pertama, adanya seseorang yang
meninggal dunia. Kedua, seseorang tersebut meninggalkan harta
peninggalan. Ketiga, meninggalkan orang-orang yang mengurusi dan
berhak atas harta peninggalan tersebut.'

Al irth menurut bahasa adalah seseorang masih hidup setelah yang
lain mati, di mana orang yang masih hidup itu mengambil apa yang
ditinggalkan oleh orang yang mati. Menurut figih adalah apa yang
ditinggalkan oleh orang mati berupa harta atau hak-hak yang karena
kematiannya itu menjadi hak ahli warisnya secara syar’i. “/mul mirath
adalah kaidah-kaidah figih dan perhitungan yang dengannya diketahui

dengan setiap ahli waris akan peninggalan mayit. *

'M. Idris Ramulyo, Perandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan
Menurut Hukum Perdata (Bw), Cetakan Ke-1(Jakarta: Radar Jaya Offset, 1994 ), 101.

2 Wahbah Az-Zuhaili, A/ Figh Al Islamy Wa Adillatuhu, Jilid 10 (Jakarta: Gema Insani, 2001),
340.
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Dalam ajaran Islam, hukum waris disebut dengab istilah ({=il_9).
Kata faraid adalah bentuk jamak dari faridah yang berasal dari kata fardu
yang berarti ketetapan, pemberian (sedekah). *

Para Ulama Fikih memberikan definisi ilmu faraid sebagai berikut:

a. Penentuan bagian bagi ahli waris.

b. Ketentuan bagian warisan yang ditetapkan oleh syari’at Islam.

c. Ilmu fikih yang berkaitan dengan pembagian pusaka, serta
mengetahui perhitungan dan kadar harta pusaka yang wajib
dimiliki oleh orang yang berhak.*

Dengan demikian, ilmu faraid dapat didefinisikan sebagai ilmu
pengetahuan yang mempelajari tentang ketentuan-ketentuan harta pusaka
bagi ahli waris.’

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa yang dimaksud
dengan hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur pemindahan hak
pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa
yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.
(Pasal 171 ayat a KHI).°

Di dalam Al-Qur’an dan Al-Hadits terdapat ketentuan-ketentuan
pembagian warisan yang secara rinci dan jelas. Al-Quran merupakan

sebagian besar sumber hukum waris yang banyak menjelaskan tentang

* Louis Makluf, A/ Munjid Fi Al Lughoh Wa Al I’lam, (Beirut: Dar Al-Masyriq, 1986), 577.
* Amin Husein Nasution, Hukum Kewarisan, (Medan: Rajawali Pers, 2012), 49.

> Subekti, Kamus Hukum, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1969), 50.

6 Kompilasi Hukum Islam, Tim Permata Press, Pasal 171 ayat a.
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ketentuan fard tiap-tiap ahli waris, seperti tercantum dalam surat An-
Nisa’ ayat 7, 11-12, 176 dan surat-surat yang lain. ’

Firman Allah SWT yang terdapat dalam surat Al-Nisa ayat 7 yaitu :

DI 5 LS Lot LIS 551 3N u‘*b“ A3 S Laad Q‘f‘lﬁj
T Gogilt Gt Fhn s ZNh
Artinya :
Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa
dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari
harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau
banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.®

Firman Allah SWT yang terdapat dalam surat Al-Nisa ayat 176
yaitu :

s ’;}af’ // ’//

L@.b&”j\]j.\]);dwﬁlgﬂ.al”’\ul Al_liﬂg N ).q::.ma

d - AT AP £ R AT
Lo QUEIT g il 156 o i’u)uogrm;@ﬁw gju@

ol el A1 Gl et VT Bas [, SAs 215 V) 51 156 ol iI;S
Artinya :
Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah)[387].
Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah
(yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak
dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang
perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan
saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara
perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara
perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari
harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli
waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka
bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang

Ali Parman, Kewarisan Dalam Al-Quran Suatu Kajian Hukum Dengan Pendekatan Tafsir
Tematik, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), 23-30.
¥ Tim Disbintalad, A/-Qur’an Terjemah Indonesia, (Jakarta : Sari Agung, 2001), 142.
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saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu,
supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala
sesuatu.

Hadith Nabi yang anatara lain diriwayatkan oleh Ibnu Abbas RA:

GV S s e T 8 pla T R hae 1 il Wds

-

A sl 06 s <l 4 Lo o3 2 e gy e sl 0e g
10(2105) 53 445 d5Y 56 s Lo Ll
Artinya:
Bercerita kepada kita ‘Abdullah bin ‘ Abdirrahman, memberi kabar
kepada kita Muslin ibn Ibrahim, bercerita kepada kita Wuhayb,
bercerita kepada kita Ibn Tawis dari ayahnya dari Ibn “Abbaas dari
Nabi Muhammad SAW bersabda : “Berilah orang-orang yang
mempunyai bagian tetap sesuai dengan bagiannya masing-masing,
sedangkan kelebihannya diberikan kepada ‘ashobah yang lebih
dekat, yaitu orang laki-laki yang lebih utama” (HR. Bukhari dan
Muslim)”

Dengan demikian dapat dipahami bahwa hukum melaksanakan

pembagian warisan (faraid) sebagaimana yang tercantum dalam Al-

Qur’an dan Al-Hadits adalah wajib.

Dalam faraid ada batasan-batasan dan kaidah-kaidah yang berkaitan

dengan keadaan-keadaan ahli waris karena posisinya sebagai sahib fard

(pemilik bagian), ‘asabah atau dhawi al arham, juga hal-hal yang datang

kemudian seperti Aujub (penghalang mendapatkan warisan karena ada

pewaris lain), rad, dan halangan mendapatkan warisan. Oleh karena itu,

ilmu faraid mengandung tiga unsur yaitu :

a. Mengetahui keadaan orang yang mendapatkan warisan.

b. Orang yang tidak mendapatkan warisan.

? Ibid, 191.

' Abi ‘Isa Muhammad bin ‘Isa bin Suratun, Sunan at Timidhi , juz rabi’(Bayrut Libnan: Darul

Fikr, 2005), 31.
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c. Mengetahui bagian masing-masing ahli waris dan Aisab (hitungan)
yang membawa ke situ.''

Adapun objek dari ilmu faraid adalah cara pembagian peninggalan
mayit kepada orang-orang yang berhak. Adapun penggaliannya adalah
dari Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma’. Qiyas dan Ijtihad tidak bisa masuk
dalam ilmu faraid kecuali ketika sudah menjadi ijma’ . realitanya bahwa

para fuqoha menggunakan Qiyas dalam beberapa masalah warisan.'?

B. Syarat Dan Rukun Waris
Warisan mempunyai tiga rukun, antara lain" :

a. Orang yang mewariskan (muwarrith). Yaitu orang mati yang
meninggalkan harta atau hak. Muwarrith harus benar telah meninggal
dunia dan dapat dibuktikan secara hukum bahwa ia telah meninggal. Ini
berarti bahwa tidak ada kematian, maka tidak ada pewarisan, pemberian
atau pembagian harta kepada keluarga pada masa hidupnya, tidak
termasuk ke dalam kategori waris mewarisi, tetapi pemberian atau
pembagian ini disebut hibah.

b. Orang yang mewarisi (warith) hidup pada saat orang yang mewariskan
meninggal duania dan bisa dibuktikan secara hukum. Termasuk dalam

pengertian hidup di sini adalah:

" Wahbah Az-Zuhaili, A/ Figh Al Islamy Wa Adillatubu..., 341.
" Ibid, 341.
"* Amin Husein Nasution, Hukum Kewarisan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada , 2012), 71.
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1) Anak (embrio) yang hidup dalam kandungan ibunya pada saat orang
yang mewariskan meninggal dunia.

2) Orang yang menghilang dan tidak diketahui tentang kematiannya,
dalam hal ini perlu adanya keputusan hakim yang mengatakan
bahwa ia masih hidup. Apabila dalam waktu yang ditentukan ia
tidak juga kembali maka bagian warisnya dibagikan kembali kepada
ahli waris. Dan apabila dua orang yang mempunyai hubungan nasab
meninggal bersamaa waktunya, atau tidak diketahui siapa yang
lebih dulu meninggal dunia, maka keduanya tidak saling mewarisi
karena ahli waris harus hidup ketika orang yang mewariskan
meninggal dunia.

c. Yang diwarisi (a/ mauruth). Yakni peninggalan. A/ mauruth disebut juga
mirath dan irth, yaitu harta yang dtitinggalkan oleh orang yang
mewariskan atau hak-hak yang mungkin diwariskan. Seperti hak gisas,
hak menahan barang yang dijual karena sudah terpenuhinya harga dan
hak barang gadaian karena terpenuhinya pembayaran hutang.'*

Jika salah satu dari rukun-rukun ini tidak ada maka tidak ada
kewarisan. Sebab, warisan adalah ungkapan dari perolehan hak seseorang
terhadap harta orang lain karena bagian, ashobah atau rahim. Jika salah
satu dari hal itu tidak ada maka tidak ada warisan.

Untuk membuktikan warisan, disyaratkan tiga hal, yaitu :

" Ibid, 346.
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a. Matinya orang yang mewariskan. Kematian orang yang mewariskan
harus dibuktikan, bisa secara hakiki, hukmi atau taqdiri dengan cara
menganalogikan orang-orang yang mati.

b. Hidupnya orang yang mewarisi: hidupnya orang yang mewarisi setelah
kematian orang yang mewariskan harus terwujud juga, bisa dengan
kehidupan hakiki dan tetap atau disamakan dengan orang-orang yang
masih hidup dengan perkiraan (taqdiri)."

c. Mengetahui arah warisan. Harus diketahui arah yang menyebabkan
warisan. Yakni hendaklah diketahui bahwa dia adalah orang yang
mewarisi karena arah kekerabatan nasab, karena arah (alasan) suami
istri, keduanya, atau karena arah wala’. Hal ini karena adanya

perbedaan hukum dalam masalah-masalah tersebut.'

C. Asas-Asas Hukum Waris
Asas-asas hukum kewarisan dapat digali dari keseluruhan ayat-ayat
hukum waris yang terdapat dalam al-Qur’an dan penjelasan tambahan yang

diajarkan oleh Rosulullah SAW.

" Hidup Hakiki adalah hidup yang stabil, Tetap (Dalam Keadaan Bernyawa Dan Disaksikan Oleh
Orang Lain) Pada Orang Yang Disaksikan Setelah Matinya Orang Yang Mewarisi. Taqdiri
Adalah Hidup Yangtetap Karena Diperkirakan. Hal Ini Dikhususkan Untuk Kasus Janin Ketika
Orang Yang Mewariskan Meninggal. Jika Janin Terpisah Dalam Keadaan Hidup Yang Tetap
Pada Saat Dimana Ketika Orang Yang Mewariskan Mati, Janin Itu Ada Meskipun Pada Saat Itu
Dia Baru Berupa Segumpal Daging Atau Segumpal Darah Maka Dia Terbukti Berhak
Mendapatan Warisan. Kewujudan Hidupnya Diperkirakan Karena Dia Lahir Dalam Keadaan
Hidup.

'® Wahbah Az-Zuhaili, A/ Figh Al Islamy Wa Adillatuhu..., 350.
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Asas Ijbari

Secara etimologi kata “ijbari” mengandung arti “paksaan”, yaitu
melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri. Dalam hukum waris berarti
“terjadinya peralihan harta seorang yang telah meninggal dunia kepada
yang mash hidup dengan sendirinya, maksudnya tanpa ada perbuatan
hukum atau pernyataan kehendak dari si pewaris, bahkan si pewaris
(semasa hidupnya) tidak dapat menolak atau menghalang-halangi
terjadinya peralihan tersebut”™"’

Hal ini berarti bahwa peralihan harta seseorang yang telah
meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya
menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak ahli waris
atau pewaris. Ahli waris langsung menerima kenyataan pindahnya harta
si menginggal dunia kepadanya sesuai dengan jumlah yang telah
ditentukan. Dilihat dari si pewarispun ia tidak dapat menolak peralihan
tersebut.'®

Adanya asas ijbari dalam hukum kewarisan Islam dapat dilihat
dari segi:

1) Segi peralihan harta
2) Segi jumlah pembagian

3) Segi kepada siapa harta itu beralih

Suhrawardi K. Lubis, Komis Simanjuntak, Hukum Waris Islam, (Jakarta: Sinar Grafika,

1995),36.

'8 M. Idris Ramulyo, Perandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam..., 115.
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Dari segi peralihan harta dapat dilihat dari Firman Allah suran

an-Nisaa ayat 7 :

OIS A5 LS &t Liilly 0503815 ol 5l 95 WS &ond Jle3l)

D) Lo e Lad 2851k U5 L 5278905
Artinya :

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-
bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian
(pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik
sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.'’

Asas Bilateral

Asas bilateral dalam hukum kewarisan Islam adalah seseorang

menerima warisan dari kedua belah pihak kerabat, yaitu baik dari
kerabat garis keturunan laki-laki maupun keturunan perempuan. Asas ini

secara nyata dapat dilihat dari Firman Allah surat al-Nisaa ayat 7:

P P

OIS I3 LG Eoal (LA 05153915 0I5 I35 LS Zoad Jle s

N A LS T T 228
(D) Lo e Ll 8 slas J8 Lo 50 3Y5
Artinya:
Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-
bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian
(pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik
sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”

Asas Dbilateral ini juga berlaku pula untuk kerabat garis ke

samping (yaitu melalui ayah dan ibu).”'

¥ Tim Disbintalad, A/-Qur’an Terjemah Indonesia..., 142.

20 Ibid.

2l Suhrawardi K. Lubis, Komis Simanjuntak, Hukum Waris Islam..., 37.



28

Asas Individual

Asas individual adalah setiap ahli waris (yang secara individu)
berhak atas bagian yang didapatnya tanpa terikat kepada ahli waris
lainnya (sebagaimana halnya dengan pewarisan kolektif yang dijumpai
di dalam ketentuan Hukum Adat).*

Dengan demikian bagian yang diperoleh oleh ahli waris dari
harta pewaris dimiliki secara perorangan, dan ahli waris yang lainnya
tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan bagian yang diperolehnya
tersebut. Sehingga individu masing-masing ahli waris bebas menentukan
(berhak penuh) atas bagian yang diperolehnya.

Pembagian secara individual ini didasarkan kepada ketentuan
bahwa setiap insan sebagai pribadi mempunyai kemampuan untuk
menerima hak dan menjalankan kewajiban, yang dalam istilah ushul figh
disebut dengan “ahliyat al-wujub’™>
Asas Keadilan Berimbang

Asas keadilan berimbang adalah keseimbangan antara hak dan
kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan
dan kegunaan.

Dengan perkataan lain dapat dikemukaan bahwa faktor jenis

kelamin tidaklah menentukan dalam hak kewarisan (kebalikan dari asas

keseimbangan ini dijumpai dalam masyarakat yang menganut sistem

2 Ibid, 37.

3 Abdul Wahab Kalaf, Ushul Fighi, (Jakarta: Dewan Dakwah Islam Indonesia, 1974), 21.
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garis keturunan patrilineal, yang ahli warisnya hanyalah keturunan laki-
laki saja/garis kebapakan).*
Asas Kewarisan Semata Akibat Kematian

Hukum waris Islam memandang bahwa terjadinya peralihan
harta hanya semata-mata disebabkan adanya kematian. Dengan
perkataan lain harta seseorang tidak dapat beralih (dengan pewarisan)
seandainya ia masih hidup. Walaupun ia berhak untuk mengatur
hartanya, hak tersebut semata-mata hanya sebatas keperluannya semasa
ia masih hidup dan bukan untuk penggunaan harta tersebut sesudah ia

meninggal dunia.”

D. Harta Warisan

Apabila seorang manusia sebagai individu meninggal dunia, maka

pertanyaan yang pertama kali muncul adalah bagaimana hubungan yang

men

cora

baik

inggal dunia dengan yang ditinggalkan serta beberapa ragam pula
knya dan mungkin pula ada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi

oleh si yang meninggal dunia mupun yang masih hidup terutama dalam

masalah kekayaan dari si yang meninggal dunia. Demikian itu membutukan

aturan-aturan hukum yang mengatur bagaimana caranya hubungan yang

meninggal dunia dengan harta benda yang ditinggalkan, siapa yang

mengurus atau mewarisi, bagaimana cara peralihan harta benda yang

ditinggalkan, siapa yang mengurus atau mewarisi, bagaimana cara peralihan

* Suhrawardi K. Lubis, Komis Simanjuntak, Hukum Waris Islam..., 37

2 1bid, 38.



30

harta tersebut kepada yang masih hidup. Maka timbullah masalah kewarisan,
salah satunya yakni masalah harta benda. *°
Sebelum menguraikan apa yang dimaksud dengan harta warisan, ada
baiknya diutarakan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan ‘“harta
peninggalan” atau dalam bahasa arab disebut dengan “tirkah/tarikah”. Tirkah
adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia, baik
yang berbentuk benda (harta benda) dan hak-hak kebendaan serta hak-hak
yang bukan hak kebendaan.”’
Dari uraian definisi di atas dapat disimpulkan bahwa harta
peninggaalan itu terdiri dari:
a. Benda dan sifat-sifat yang mempunyai nilai kebendaan
Yang termasuk dalam kategori ini adalah benda bergerak, benda
tidak bergerak, piutang-piutang (juga termasuk diyah wajibah/denda
wajib, uang pengganti qishash).
b. Hak-hak kebendaan
Yang temasuk dalam kategori hak-hak kebendaan ini seperti
sumber air minum, irigasi pertanian dan perkebunan, dan lain-lain.
c. Hak-hak yang bukan kebendaan
Yang termasuk dalam kategori hak-hak yang bukan kebendaan

ini seperti hak khiyar, hak syuf’ah (hak beli yang diutamakan bagi salah

* Suhrawardi, Komis Simanjuntak, Hukum Waris Islam, Cetakan Ke- 1, (Jakarta: Sinar Grafika,
1995), 47.
27 Suhrawardi K. Lubis, Komis Simanjuntak, Hukum Waris Islam..., 77-78.
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satu anggota syarikat atau hak tetangga atas tanah pekarangan, dan lain-
lain).

Dala pasal 171 ayat e Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa

yang dimaksud dengan harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian

dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris (orang yang

meninggal) selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah

(tahjiz), pembayaran hutang, dan pemberian untuk kerabat.”’

Sebelum harta peninggalan dibagikan kepada ahli waris, terlebih

dahulu harus dikeluarkan hak-hak yang berhubungan dengan harta

peninggalan si mayat yang terdiri dari:

a.

Zakat atas harta peninggalan

Zakat atas harta peninggalan yaitu zakat yang semestinya harus
dibayar oleh si mayat, akan tetapi zakat tersebut belum dapat
direalisasikan, lantas ia meninggal maka untuk itu zakat tersebut harus
dibayar dari harta tinggalannya tersebut, seperti zakat pertanian, dan
zakat harta.
Biaya pemeliharaan mayat

Yang dimaksud dengan biaya perawatan jenazah adalah biaya
yang digunakan untuk merawat jenazah mulai dari memandikan,
mengafani, menshalatkan, menguburkan dan lain-lain yang

menyangkut terhadap keperluan jenazah. Kewajiban ahli waris

B Ibid, 78.

29 . . . .
Amin Husein Nasutiom, Hukum Kewarisan..., 57.
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terhadap pewaris adalah mengurus dan menyelesaiakn sampai
pemakaman jenazah selesai. *°

Besarnya biaya tidak boleh terlalu besar juga tidak boleh terlalu
kurang. Tetapi dilaksanakan secara wajar. Menurut imam Ahmad,
biaya perawatan ini harus didahulukan daripada hutang. Sementara
imam Hanafi, imam Malik, dan imam Syafi’i pelunasan hutang harus
didahulukan. Alasannya, jika hutang tidak dilunasi terlebih dahulu,
maka jenazah itu ibarat bergadai. '

Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Apabila harta yang
ditinggalkan si mayit tidak mencukupi, maka harta yang ada itu
dimanfaatkan, kekurangannya menjadi tanggungjawab keluarga.
Ulama Hanafiyah , Syafi’iyah dan Hanabilah membatasi pada keluarga
yang menjadi tanggungannya ketika si mati masih hidup. Alasannya
karena semasa hidupnya merekalah yang memperoleh kenikmatan dari
si mayit, mereka pula yang menerima harta warisan jika ada kelebihan,
maka wajar mereka harus Dbertanggungjawab memikul biaya
perawatan.”

Apabila biaya jenazah tidak cukup dari harta peninggalan yang
bersangkutan, maka diambil dari harta para ahli waris yang wajib
dalam memberikan nafkah jenazah semasa hidupnya. Apabila yang

wajib menafkahinya atau tidak mampu maka biaya tahjiz jenazah

3% Kompilasi Hukum Islam , Tim Permata Press, Pasal 175 Ayat] a.

*! Fathur Rohman Halm 121. Abdul Al’azim Syaraf Al-Din, Ahkam Al-Mirath Wa Al Wasiah Fi
Al Syari’at Al Islamiyah, Kairo: Dar Al Hadis, 1382/1962, 6.

32 Ahmad Rofiq, Figh Mawaris, Cetakan Ke-2 ( Jakrata: Pt Grafindo Persada, 1995), 37
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ditanggung oleh baitul mal. Kalau baitul mal tidak atau tidak mampu,
maka biayanya ditanggung oleh hartawan umat Islam atau menjadi
beban semua umat Islam sebagai kewajiban kifayah.

Madzhab hanafi, syafi’i dan maliki berpendapat biaya jenazah
istri menjadi tanggungan suami, walaupun istrinya kaya, sedang
menurut madzhab Hambali biaya jenazah istri tidak merupakan

tanggungan suami.’
c. Biaya utang-utang yang masih ditagih oleh kreditor (pemberi pinjaman)
Utang merupakan tanggungan yang harus dilunasi dalam waktu
tetentu (yang disepakatai) sebagai akibat dari imbalan yang telah
diterima oleh orang yang utang. Apabila seseorang yang meninggalkan
utang pada orang lain yang belum dibayar, maka sudah seharusnya utang
tersebut dilunasi dari harta peninggalannya sebelum harta itu dibagikan
kepada ahli waris.**
Jumhur ulama mengklasifikasikan utang menajdi 2 macam, yaitu:
1) Utang kepada sesama manusia (dayn al ‘ibad), utang kepada sesama
manusia ditinjau dari segi teknis pelaksanaannya dibagi menjadi
dua. Pertama, utang yang berhubungan dengan wujud harta disebut
dayn ‘ainiyah. Kedua, hutang yang tidak bersangkutan dengan

wujud harta disebut dayn mutlagah.>

3> Amin Husein Nasution, Hukum Kewarisan..., 59.
** Ahmad Rofiq, Figh Mawaris..., 38.
3% Ahmad Rofiq, Figh Mawaris..., 39.
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2) Utang kepada Allah SWT (dayn Allah), utang kepada Allha
maksudnya adalah semua utang yang berkaitan dengan hak Allah
SWT seperti utang nazar, utang zakat, kafarah dan lain-lain.

Ulama-ulama Syafi’iyah menyatakan bahwa pelunasan utang
kepada Allah SWT lebih diutamakan daripada utang kepada manusia.*®

Sebaliknya, menurut menurut madzahab Maliki, utang kepada Allah

SWT dilunasi sesudah melunasi utang kepada sesama manusia.

Sedangkan menurut pendapat Imam Ahmad bin Hambal, tidak ada

ketentuan mengenai mana yang wajib didahulukan.®’

d. Wasiat
Wasiat adalah tindakan seseorang menyerahkan hak kebendaan
kepada orang lain, yang berlakunya apabila yang menyerahkan itu
meninggal dunia. Wasiat merupakan tindakan ikhtiyariyah. Apabila
seseorang meninggal dunia semasa hidupnya berwasiat atas sebagian
harta kekayaannya kepada suatu badan atau orang lain, wajib
dilaksanakan sebelum harta peninggalannya dibagi oleh ahli warisnya.

Sebagian ulama seperti Ibnu Hazm berpendapat bahwa wasiat

hukumnya fardu ‘ain, dasar hukumnya Firman Allah (QS. An Nisa : 11)

Sedangkan imam Abu Dawud dan para ulama salaf juga berpendapat

%% Sayyid Sabiq, Figh Al- Sunnah, Jilid lii (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Arabi, 1984), 605.
37 Al Sabuni, Muhammad Ali, Al-Mawaris Fi Al-Syari’atil Islamiyah, Terjemahan Zaini Dahlan,
(Bandung: Trigenda Karya), 42.
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bahwa wasiat hukumnya wajib, dasar hukumnya Firman Allah (QS. Al-
Bagqoroh : 180).%

Wasiat yang dimaksud disini adalah wasiat yang bukan untuk
kepentingan ahli waris, dan jumlah keseluruhan wasiat itu tidak boleh
lebih dari sepertiga (1/3) dari jumlah keseluruhan harta peninggalan.*’

Dijelaskan juga dalam Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam :

a. Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:

1) Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah
selesai.

2) Menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan,
perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun menagih
piutang.

b. Tanggung jawab ahli waris terhadap utang atau kewajiban pewaris
hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.
Setelah dilakukan pembagian harta warisan menurut Al-

Qur’an dan al-Hadits, dan ahli waris mengetahui dengan jelas

bagian warisan masing-masing, barulah ia berhak menghibahkannya

kepada orang lain. Para ahli waris dapat bersepakat melakukan
perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing
menyadari bagiannya. (Pasal 183 KHI). Karena syarat harta boleh
dihibahkan dalam Islam haruslah jelas, dapat diserahterimakan dan

telah dimiliki dengan sempurna. Apabila harta tersebut belum jelas

¥ Ahmad Rofiq, Figh Mawaris..., 42.
3% Suhrawardi K. Lubis, Komis Simanjuntak, Hukum Waris Islam..., 48.
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atau belum dapat diserahterimakan atau belum dimiliki, maka tidak
sah untuk dihibahkan dan tidak sah diperjualbelikan.*

Demikian juga dengan porsi bagian masing-masing, tidak
dapat diubah atau dibatalkan walaupun para ahli waris sendiri
merelakannya. Ilmu kewarisan mengatur pembagian harta yang
ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia, merupakan
manifestasi pengakuan Islam terhadap adanya hak milik perorangan.
Hak milik perorangan akan berakhir saat seseorang meninggal

dunia, dan berpindah kepada ahli waris.*!

E. Macam-macam Ahli Waris

Ahli waris yang berhak mendapat bagian warisan menurut agama
Islam adalah orang yang mempunyai hubungan pewarisan dengan orang yang
mewariskan, yaitu kekerabatan yang didasarkan pada hubungan nasab atau
keturunan, perkawinan, perbudakan, dan seagama Islam.** Secara umum, ahli
waris dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok, yaitu: Ahli waris
Sababiyah dan Ahli waris Nasabiyah. Apabila dilihat daris segi bagian-
bagian yang diterima, dapat dibedakan menjadi 3 kelompok yaitu: ahli waris

ashab al furud, ahli waris “ asabah, ahli waris dhawi al arham.”

%" Al-Syirazi, Abu Ishaq Ibrahim Bin Ali, A/-Muhazzba Fi Figh Al-Imam Al- Syafi’i, Juz 1,
(Beirut: Daar Al Fikr, T,T), 446.

! Amin Husein Nasution, Hukum Kewarisan..., 52.

42 Amin Husein Nasution, Hukum Kewarisan..., 99.

# Ahmad Rofiq, Figh Mawaris..., 49.



Ahli Waris Nasabiyah

kekerabatannya kepada muwarith berdasarkan hubungan darah. Ahli

waris nasabiyah ini terdiri dari 13 orang laki-laki dan 8 orang

Ahli warisa nasabiyah adalah ahli waris yang pertalian

perempuan.

Ahli waris laki-laki berdasarkan urutan kelompoknya sebagai

berikut :

a)
b)
c)
d)
€)
f)
g
h)
i)
)
k)

D

Anak laki-laki

Cucu laki-laki garis laki-laki dan seterusnya ke bawah
Bapak

Kakek dari bapak

Saudara laki-laki sekandung

Saudara laki-laki seayah

Saudara laki-laki seibu

Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
Anak laki-laki saudara laki-laki seayah
Paman dari saudara ayah sekandung
Paman seayah

Anak laki-laki paman sekandung

m) Anak laki-laki paman seayah

a)
b)

Adapun ahli waris perempuan semuanya 8 orang antara lain :
Anak perempuan

Cucu perempuan garis laki-laki
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c) Ibu
d) Nenek garis bapak
e) Nenek garis ibu
f) Sudara peremuan sekandung
g) Sudara perempuan seayah
h) Saudara perempuan seibu**
Ahli Waris Sababiyah
Ahli waris sababiyah adalah ahli waris yang hubungan
pewarisannya timbul karena sebab-sebab tertentu, yaitu :
a) Sebab perkawinan, yiatu suami atau istri
b) Sebab memerdekaan hamba sahaya
Sebagai ahli waris sabibiyah, mereka dapat menerima warisan
apabila perkawinan suami istri tersebut sah. Begitu juga hubungan yang
timbul sebab memerdekakan hamba sahaya, hendaknya dibuktikan
menurut hukum yang berlaku.*’
Ahli Waris Ashab al furud
Pada penjelasan di bawah ini tidak dipisahkan lagi antara ahli
waris nasabiyah dengan ahi waris sababiyah. Pertimbangannya mereka
sama-sama sebagai ashab al furud. Pada umumnya ashab al furud adalah

perempuan, sementara ahli waris laki-laki yang menerima bagian

* bid, 50.
* 1bid, 54.
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tertentu adalah bapak, kakek dan suami. Selain itu akan mendapat
bagian sisa (‘asabah).*®
4. Ahli Waris ‘asabah

‘ Asabah adalah bagian sisa setelah diambil oleh ahli waris ashab al
furud sebagai penerima bagian sisa. Ahli waris ‘asabah terkadang
menerima bagian banyak, terkadang juga menerima bagian sediki, ada
juga yang tidak menerima sama sekali karena harta warisannya telah
habis dibagi oleh ashab al furud.

Adapun macam-macam ahli waris ‘ asabah ada 3 macam, yaitu :

a) ‘Asabah bi an nafsi, yaitu semua orang laki-laki yang berkaitan
keturunannya kepada pewaris tanpa adanya selingan perempuan.
Mereka mewarisi berdasarkan diri mereka yang sangat dekat
keturunannya dengan pewaris, tanpa memerlukan orang lain agar
dapat waris secara ushubah.

b) “Asabah bi al ghoir, yaitu kelompok ahli waris perempuan yang
membutuhkan ahli waris lain untuk menjadikannya menjadi
ashobah dan berserikat dalam menerima ashobah.

c) Asabah ma’ al ghoyr, yaitu kelompok ahli waris perempuan yang
membutuhkan ahli waris lain untuk menjadikannya Asabah tetapi

tidak berserikat atau bersama dalam menerima ushuba.*’

46 11
Ibid, 54.

*7 A. Sukris Sarmada, Trensendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif; (Jakrta: PT Raja

Grafindo Persada, 1997), 176.
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5. Ahli Waris Dhawi Al Arham
Ahli waris dhaw al Arham ahli waris yang tidak termasuk ahli
waris ashabul furud dan ahli waris ‘asabah, mereka dianggap kerabat

yang jauh pertalian nasabnya.*®

F. Sebab-sebab Penghalang Kewarisan
Selain sebab-sebab seseorang mendapatkan warisan, ada juga ahli
waris yang terhalang untuk mendapatkan harta waris, antara lain*’ :
a. Perbudakan
Seorang budak adalah milik dari tuannya secara mutlak, karena
itu ia tidak berhak untuk memiliki harta, sehingga ia tidak bisa menjadi
orang yang mewariskan dan tidak akan mewarisi dari siapapun sesuai

dengan Firman Allah SWT dalam Q.S al- Nahl ayat 75:

LA Fee BT 8 Tg oL T e s e & 1 e L ser L T
3¢ Ui 8, Loe ai3 5 ed o O (o oy N Blgless 1020 Mits il O @
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Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya
yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun
dan seorang yang Kami beri rezki yang baik dari Kami, lalu Dia
menafkahkan sebagian dari rezki itu secara sembunyi dan secara
terang-terangan, Adakah mereka itu sama? segala puji hanya
bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui[833].

“Ibid, 176.
* Amin Husein Nasution, Hukum Kewarisan..., 77.
*% Tim Disbintalad, A/-Qur’an Terjemah Indonesia..., 515.
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Perbudakan dianggap sebagai sebab terhalangnya ahli waris
karena:
1) Seorang budak dianggap tidak cakap menguasai harta benda.
2) Status keluarga terhadap kerabat-kerabatnya sudah putus, karena ia
menjadi keluarga asing.
b. Pembunuhan
Abu Hurairah menyampaikan sabda Rasulullah SAW bahwa

pembunuh tidak mewaris dari pewaris yang dibunuh.

g
P

SR G 1o, A o i ) Bty gp S s s Whs
51 " °‘H . 8 s aw 8 & PRI
(2116) "&5Y B " - J6 fdog ale i Lo o 2 5354 ol 52
Artinya:
Bercerita kepada kita Qutaibah, bercerita kepada kita Layth dari
Ishaq bin ‘Abdillah dari Zuhriy, dari Humaid bin ‘Abdir Rahman,
dari Abi Hurairah dari Nabi Muhammad SAW bersabda :
“pembunuh tidak dapat mewarisi” (2116).
c. Berlainan Agama

Berlainan agama dalam hukum waris Islam dimaksudkan bahwa

seorang yang beragama Islam tidak dapat mewarisi kepada orang non

muslim, demikian juga sebaliknya sebagai mana sabda Rasulullah SAW.

SR 8 B G B 1 gfB sy s sl i e B As

:J’/;; JL;&JQ,LSJAJJ\UQMU” ,f&&y;’u:\;,
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Artinya:

> Abi ‘Isa Muhammad bin ‘Isa bin Suratun, Sunan at Timidhi , juz rabi’(Bayrut Libnan: Darul
Fikr, 2005), 35.
> Ibid, 37.
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Bercerita kepada kita Sa’id bin ‘Abdirrahman al Mahzumiy dan
selain itu telah berkata : bercerita kepada kita Sufyan, dari
Zuhry, bercerita kepada kita ‘Ali bin Hujrin, memberi kbar
kepada kita Hushaym, dari Zuhry dari ‘Ali bin Husayn dari ‘Amr
bin ‘Uthman dari ‘Usamah bin Zayd: sesungguhnya Rasulullah
SAW telah bersabda : “ tidak mewarisi orang islma kepada orang
kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang Islam kepada orang
kafir dan orang kafir tidak akan mewarisi kepada orang Islam”.
Menurut jumhur ulama fikih, yang menjadi ukuran penetapan
perbedaan agama adalah pada saat meninggal orang yang mewariskan.
Apabila meninggal seorang muslim, sedang orang yang akan menerima
warisan tidak beragama Islam, maka ia terhalang mendapat warisan
walaupun kemudian ia masuk Islam sebelum pembagian harta warisan
dilaksanakan.™
d. Murtad
e. Hilang Tanpa Berita
Seseorang hilang tanpa berita tidak tentu di mana alamat dan
tempat tinggalnya selama 4 tahun atau lebih, maka orang tersebut
dianggap mati karena hukum (mati hukmi) dengan sendirinya tidak

mewarisi (mafqud). Menyatakan mati tersebut harus dengan putusan

Hakim.>*

G. Halangan Mewarisi (Hijab)
Hijab menurut bahasa berarti tabir, dinding, halangan. Menurut istilah

ulma faraid, hijab adalah mencegah atau menghalangi orang tertentu menjadi

>3 Amin Husein Nasution, Hukum Kewarisan..., 82.
**M. Idris Ramulyo, Perandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam ..., 110-112,
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tidak berhak menerima bagian dari harta warisan atau menjadi berkurang
penerimaan bagiannya, karena adanya pewaris lain.”> Orang yang menjadi
penghalang (menghalangi orang lain untuk mendapat warisan) disebut Aaj7b,
sedan orang yang terhalang mendapat warisan disebut mahjub.

Pada prinsipnya, kerabat yang lebih dekat hubungan darahnya
menghalangi hubungan yang lebih jauh hubungannya, seperti ayah
menghalangi kakek untuk mendapatkan harta warisan karena kakek kerabat
yang lebih jauh hubungannya dibandingkan dengan ayah. Seandainya ayah
tidak ada, maka kakek yang mendapatkan harta waris. Atau seperti suami
pada awalnya mendapat warisan setengah, kalau istrinya yang meninggal
dunia dan tidak mempunyai anak. Tapi jika istri mempunyai anak, maka
suami terhalang mendapat warisan setengah dan berkurang menjadi
seperempat.

Istilah Aijab dan mawani’ al irtsi mempunyai pengertian bahasa yang
hampir sama, yaitu halangan mendapat warisan namun pada hakikatnya ada
perbedaan antara keduanya, yaitu:

1. Halangan mewarisi pada mawani’ al irtsi adalah dengan usaha atau
perbuatan ahli waris itu sendiri, disebabkan suatu sifat yang
bersumber pada diri orang yang terhalang. Sedang halangan pada
mewarisi pada Ahijab bukan karena perbuatan ahli waris yang
bersangkutanmelainkan adanya ahli waris lain yang lebih dekat

hubungan kekerabatannya kepada pewaris.

% Sayyid Tsabiq, Figh Al Sunnah, Jilid 111, (Beirut: Dar Al Kitab Al Arabi, 1984), 629.
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2. Status orang yang terhalang mendapat warisan dalam mawani’ al

irtsi dianggap tidak ada sama sekali, akan tetapi dalam masalah
hijab orang yang terhalang mendapat warisan (mahjub) dianggap
tetap ada dan ia bisa tidak mendapat warisan sama sekali atau ia
tetap mendapat harta warisan namun berkurang disebabkan adanya
pewaris yang menghalanginy, sehingga keberadaannya tetap

mempengaruhi kepada ahli waris lain.

Hijab ada dua macam, yaitu:

1.

Hijab Hirman, yaitu terhalangnya seseorang mendapat harta
warisan karena ada penghalang yang meneyebabkan seseorang
tersebut tidak mendapat harta warisan sama sekai, seperti kakek
terhalang mendapat harta warisan karena ada ayah.

Hijab nugsan, yaitu terhalangnya seseorang mendapat bagian
warisan maksimal (berkurang harta warisan yang diterimanya)
karena ada penghalang yang menyebabkan berkurangnya bagian
ahli waris tersebut, seperti suami mendapat bagian warisan
setengah apabila tidak ada ahli waris lain, akan tetapi ia terhalang
mendapat bagian setengah karena ada anak dari yang meninggal,
sehingga suami hanya menerima bagian seperempat. (berkurang

bagiannya dari setengah menjadi seperempat).’’

¢ Amin Husein Nasution, Hukum Kewarisan..., 83-84.

7 bid, 86.
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H. Anak Angkat

Anak Angkat adalah seorang anak bukan hasil keturunan dari kedua
orang suami istri, yang dipungut, dirawat serta dianggap oleh orang tua
angkatnya sebagai anak keturunannya sendiri.”®

Ketentuan mengenai anak angkat ini dapat ditemukan dalam Surat Al

Ahzab ayat 4 dan 5 :
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Artinya :

Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam
rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu
zhihar[1198] itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak
angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu
hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang
sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah
mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak
mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak
mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai)
saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu[1199]. dan tidak ada
dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada
dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha
Pengampun lagi Maha Penyayang. ™

*® Oemarsalim, Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia, Cet Ke-2, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991),

28.

** Tim Disbintalad, A/-Qur’an Terjemah Indonesia..., 821.
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Dari kedua ayat ini jelas terlihat bahwa kedudukan anak angkat tidak
dapat disejajarkan dengan kedudukan anak kandung, kalaupun disejarkan
kata Allah SWT itu hanya dalam mulut saja, dan bukan merupakan hal yang
sebenarnya menurut hati nurani, dan oleh karena itu anak angkat tersebut
hanya mempunyai hubungan waris-mewarisi hanya dengan orang tua

kandungnya.®’

I. Mekanisme Penyelesaian Masalah Warisan

Dalam hukum Islam, sebelum melakukan pembagian warisan
hendaklah melakukan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan, seperti
zakat terhadap harta peninggalan, perawatan mayat mulai dari memandikan,
mengkafani, menyolatkan, dan mengkuburkan, serta pembacaan tahlil mulai
dari satu hari wafatnya sampai dengan 100 hari wafatnya pewaris. serta
pembayaran hutang-hutang pewaris dan pelaksanaan wasiat. Setelah semua
selesai barulah pembagian warisan dimusyawarahkan.

Apabila akan menyelesaikan pembagian warisan dari seseorang yang
meninggal, agar pengelesaiannya mudah dan terarah hendaklah mengikuti
tertib penyelesaian soal warisan seperti di bawah ini.

Tahap pertama:

1. Menentukan menginventarisasi harta peninggalan

% Suhrawardi K. Lubis, Komis Simanjuntak, Hukum Waris Islam..., 30-31.
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2. Mencatat dan memperhitungkan jumlah pembiayaan pengurusan
jenazah, tajhiz orang yang menjadi tanggungannya secara wajar, utang-
utang semasa hidupnya (wasiat).

3. Menentukan harta warisan

Tahap kedua:

1. Menentukan siapa yang Mahjub

2. Menentukan siapa yang ‘Asobah

3. Menentukan bagian dzaw al/ furud

Tahap ketiga:

1. Menentukan asal masalah (kelipatan persekutuan terkecil = KPK)

bilangan penyebut dari pecahan bagian masing-masing ahli waris.°'

1 Amin Husein Nasution, Hukum Kewarisan..., 93-94.



